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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Human capital, kemiskinan dan distribusi pendapatan merupakan suatu isu yang 

saling terkait dan kompleks yang memengaruhi pembangunan di Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji dampak komponen modal manusia yaitu unmet pelayanan 

Kesehatan dan angka partisipasi kasar sekolah dasar dalam memengaruhi tingkat 

kemiskinan dan distribusi pendapatan di negara Indonesia menggunakan data dari 34 

provinsi selama periode 2015-2023. Dengan meenggunakan metode panel least square. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Random Effect Model dapat 

disimpulkan sebagai berikut.: Pertama, hasil penelitian variabel APK sekolah dasar 

menunjukkan bahwa meningkatnya apk sekolah dasar tidak menurunkan tingkat 

kemiskinan yang justru malah meningkatkan kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan 

meskipun banyak anak yang bersekolah, tetapi kualitas Pendidikan yang diterima kurang 

memadai dan tidak relavan dengan kebutuhan pasar kerja. Anak-anak yang 

menyelesaikan pendidikan dasar sulit mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga tidak 

berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Kedua, hasil penelitian variabel 

unmet need pelayanan kesehatan dinyatakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan, hal ini menunjukan ketidaksesuaian dengan teori. Jika kebutuhan 

layanan kesehatan tidak terpenuhi dapat meningkatkan angka kematiandan penyakit, 

penurunan produktivitas, dan mempercepat penularan penyakit yang menular, hal 

tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan kemiskinan. Ketiga, variabel PDRB 

Perkapita menunjukan tanda negative dan signifikan, sedangkan PDRB perkapita kuadrat 

bertanda positif dan signifikan. Hal tersebut menunjukan bahwa hubungan antara 

kemiskinan dengan PDRB per kapita berbentuk huruf U. Secara cross sectional, ini berarti 

bahwa provinsi-provinsi dengan pendapatan per kapita menengah mengalami penurunan 

tingkat kemiskinannya. Sementara itu, provinsi dengan pendapatan perkapita lebih tinggi 

justru menunjukkan peningkatan tingkat kemiskinan. Sebagai contoh, provinsi 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kedua provinsi tersebut memiliki PDRB 

Perkapita menengah, justru menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih kecil. 
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Sedangkan provinsi lebih kaya seperti Kalimantan Timur dan DKI Jakarata, 

kemiskinannya lebih tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan Fixed Effect Model, dengan 

variable dependent ketimpangan pendapatan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, 

variabel APK sekolah dasar berpengaruh positif dan significan terhadap ketimpangan 

pendapatan. Hal ini dapat terjadi karena di Indonesia kualitas sekolah dasar yang dimiliki 

bervariasi, Sekolah dasar di perkotaan atau di provinsi yang lebih kaya cenderung 

memiliki fasilitas yang lebih baik serta guru yang berkualitas, dibandingkan dengan 

sekolah di daerah pedesaan atau provinsi yang lebih miskin. Selain itu, keluarga di 

provinsi yang lebih kaya dapat menginvestasikan lebih banyak dalam pendidikan anak-

anak mereka, seperti akses buku dan teknologi. Sedangkan yang berada di provinsi yang 

lebih miskin pasti tertinggal karena tidak mampu menyediakan dukungan yang sama. 

Akibatnya, meskipun angka partisipasi kasar SD tinggi, peluang kerja yang berkualitas 

dan berpenghasilan tinggi terbatas karena pada era modern pendidikan yang diminta jauh 

lebih tinggi, sehingga anak-anak yang menyelesaikan sekolah dasar tetap bekerja dengan 

upah yang rendah. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam hasil pendidikan, yang 

kemudian berdampak pada ketimpangan pendapatan di masa yang akan datang. Kedua, 

variabel unmet need pelayanan kesehatan memiliki tanda positif dan tidak signifikan, 

karena unmet need pelayanan kesehatan tidak selalu memiliki dampak yang signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan, terutama karena adanya variasi dalam cara kelompok 

pendapatan yang berbeda dalam menangani unmet need dalam pelayanan kesehatan. 

Ketiga, variabel PDRB per kapita menunjukan tanda negatif dan signifikan, sedangkan 

PDRB perkapita kuadrat bertanda positif dan signifikan. Ini menunjukan bahwa 

hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan PDRB perkapita berbentuk huruf U. 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk provinsi yang lebih maju seperti DKI Jakarta, Riau, 

Kalimantan timur, Kalimantan utara dibandingkan dengan provinsi yang kurang 

berkembang, ketimpangan pendapatannya lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

awalnya, ketika provinsi tersebut semakin kaya, maka ketimpangan pendapatan menurun. 

Namun, setelah mencapai titik tertentu, ketika provinsi terserbut semakin kaya, 

ketimpangan pendapatan justru akan meningkat kembali. Hal ini dapat terjadi karena 

daerah yang lebih kaya memiliki PDRB yang lebih tinggi karena banyaknya penduduk 

yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. 

Daerah tersebut akan lebih cepat maju, tetapi juga memiliki jumlah penduduk yang lebih 

besar. Akibatnya, ada kelompok yang mungkin tertinggal dalam proses pembangunan, 



SKRIPSI	EKONOMI	PEMBANGUNAN	

 60 
 

sehingga menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan setelah mencapai tingkat 

kemakmuran tertentu.  

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kemiskinan di Indonesia. Pertama, hasil 

penelitian menunjukan bahwa meningkatnya APK sekolah dasar tidak menurunkan 

tingkat kemiskinan hal ini disebabkan oleh kualitas pendidikan yang kurang memadai 

dan tidak relavan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga anak-anak yang menyelesaikan 

pendidikan dasar sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, disarankan 

agar pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dasar dengan memperbaiki fasilitas 

sekolah, memberikan pelatihan kepada guru, dan menyusun kurikulum yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan.  

Kedua, hasil penelitian pada variabel unmet need pelayanan kesehatan bertanda 

negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, menunjukan bahwa kurangnya akses 

terhadap layanan kesehatan tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan 

kemiskinan. Namun, untuk mencegah dampak negative yang mungkin timbul dari unmet 

need pelayanan Kesehatan, pemerintah perlu memastikan akses yang lebih baik ke 

layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang, serta 

mengembangkan program kesehatan yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan 

kelompok berpendapatan rendah.  

Ketiga, variabel PDRB per kapita menunjukan tanda negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan, sementara PDRB per kapita kuadrat bertanda positif dan signifikan. 

Hal ini menunjukkan hubungan berbentuk huruf U antara kemiskinan dan PDRB per 

kapita, di mana provinsi dengan pendapatan per kapita menengah mengalami penurunan 

tingkat kemiskinan yang lebih rendah, sedangkan provinsi dengan pendapatan per kapita 

lebih tinggi menunjukkan peningkatan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Oleh karena 

itu, disarankan agar pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan 

kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih adil dan diversifikasi ekonomi di provinsi-

provinsi yang kurang berkembang. 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang ketimpangan pendapatan di Indonesia. 

Pertama, ditemukan bahwa APK sekolah dasar berpengaruh positif dan signifikan, 

menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dasar yang bervariasi berkontribusi pada 
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peningkatan ketimpangan pendapatan. Pemerintah perlu meningkatkan pemerataan 

kualitas pendidikan dasar di seluruh provinsi untuk mengurangi ketimpangan ini. 

Kedua, variabel unmet need pelayanan kesehatan memiliki tanda positif dan tidak 

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti cara kelompok pendapatan 

yang berbeda menangani unmet need dalam pelayanan kesehatan bervariasi. Pemerintah 

harus memastikan bahwa program kesehatan dirancang untuk mengurangi ketimpangan 

dengan fokus pada kelompok yang paling membutuhkan. 

Ketiga, hubungan antara PDRB per kapita dan ketimpangan pendapatan 

berbentuk huruf U, di mana provinsi yang lebih maju seperti DKI Jakarta dan Riau 

memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi setelah mencapai tingkat 

kemakmuran tertentu. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mendorong 

pembangunan yang lebih merata dan inklusif, dengan memfokuskan pada peningkatan 

infrastruktur, dukungan sosial, dan kebijakan ekonomi yang dapat mendistribusikan 

manfaat pembangunan secara lebih adil di seluruh provinsi. 
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